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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tindak Pidana 

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal 

dengan istilah Strafbaarfeit. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung 

suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan 

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak 

pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit 

dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang 

bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah 

yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. 

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang 

menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah: “ Perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) 

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.1 

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut straafbaarfeit, yang terdiri 

dari dua kata yaitu straafbar dan feit, perkataan straafbaar dalam Bahasa Belanda 

artinya dapat dihukum, sedangkan feit artinya sebagian dari kenyataan, berarti 

straafbaarfeit berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum 2 . Tiap-tiap 

perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang 

                                                           
1 Adami Chazawi. 2010. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta. Penerbit Raja Gravindo 

Persada. Hal. 71.    
 

2 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, 2011, Jakarta, Hal 69. 
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mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam 

alam lahir disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya 

diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan3. 

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 

pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditunjukan 

kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidana ditunjukan kepada orng yang 

menimbulkan kejadian itu 4 .Dengan demikian orang tidak mungkin 

dipertanggungjawabkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana. 

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya 

tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu 

perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan 

hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan 

kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya 

ditunjukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya 

kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum 

yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku 

perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan 

ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang 

menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret. 

                                                           
3 Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya, Sinar Grafika2002, 

Jakarta,  Hal 10. 
4 Moeljatno, Asas-asa Hukum Pidana, cetak Kedua,Jakarta:bina Aska, 1984, Hal 54 
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Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) 

bagian, yaitu : 

1) Tindak pidana materiil. 

Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak 

pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang 

menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan ujud dari 

perbuatan itu. 

2) Tindak pidana formil 

Pengertian tindak pidana formil yaitu apabila tindak pidana yang 

dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan 

akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu5. 

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan 

bahwa: 

“Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan 

manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-

undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.6 

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur/ anasir 

yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa 

dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu:  

a) Harus ada suatu perbuatan manusia; 

                                                           
5 Wiryono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Refika Aditama, 

2003,  Bandung, Hal  55 
6 Adami Chazawi. Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, 

Jakarta,  Hal. 72  
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b) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan 

hukum; 

c) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya 

harus dapat dipertanggungjawabkan;  

d) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;  

e) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam 

undang-undang 

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan 

beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat 

ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya 

orang yang berbuat pelanggaran/ peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidananya 

bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Demikian juga 

dapat saya simpulkan bahwasannya tindak pidana ini merupakan perbuatan yang 

dilarang oleh aturan hukum dimana jika di langgar akan dikenakan sanksi yang 

berupa pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. 

2.2 Penegakan Hukum 

2.2.1  Pengertian Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam 

lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Ditinjau darui sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan 

oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu 

melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang 
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menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu 

dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia 

menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi 

subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur 

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, 

apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk 

menggunakan daya paksa.  

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai 

penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang 

mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut 

aturan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan 

suatusstem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta 

perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman 

atau patokan bagi prilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. 

Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique7 juga 

adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma 

hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari 

penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai 

suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang 

                                                           
7http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum, di akses pada tanggal 11 Maret 

2024 

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum
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rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana 

harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang 

sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan 

mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara 

pada pidana dan pemidanaan. 

1.2.2 Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap 

sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah: 

1. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh 

badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang 

sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, 

kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan 

yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. 

Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.  

2. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan 

hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian 

sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum 

bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan 

perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat 

undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum 

harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini 

disebut sebagai tahap yudikatif.  
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3. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara 

konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparataparat 

pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan 

yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan 

pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan 

demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam 

pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan 

tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang- undangan 

pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-

undang daya guna.8 

 Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu 

usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang 

bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan9. 

1.2.3 Faktor Penghambat Dalam Penegakkan Hukum 

 Faktor faktor penghambat penegakan hukum menurut pendapat 

Soerjono Soekanto ada beberapa diantaranya yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam UndangUndang 

yang tujuannya agar Undang-Undang ersebut mempunyai dampak positif. 

Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif 

dalam kehidupan masyarakat.  

                                                           
8 Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, 

Hlm. 157 
9 Sudarto, Kapita Selejta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, Hlm. 15. 
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2. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan 

peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam 

proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang 

bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai 

masalah. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hokum 

penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya 

faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga 

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan 

yang memadai dan keuangan yang cukup. 

4. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan 

untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang 

dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum. 

5. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu 

proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan 

berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. 

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum 

yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa 

yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.10 

 

 

                                                           
10  Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1983, 

Rajawali Press, Jakarta, Hlm.47 
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 2.3  Peran Penyidik 

      2.3.1 Pengertian Peran Penyidik 

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang 

untuk melakukan penyidikan 11  Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka dapat 

diketahui bahwa penyidik yang dimaksud adalah Kepolisian, sehingga penegak 

hukum lain tidak berwenang melakukan penyidikan. Selanjutnya Penyidikan adalah 

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya12. Selanjutnya Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara 

Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas 

penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.13 

Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Penyidik adalah : 

a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; 

b)  pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 

oleh undang-undang.  

                                                           
11 Pasal 1 angka ke 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Hukum Acara Pidana  
12  Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Hukum Acara Pidana  
13  Pasal 1 angka ke 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Hukum Acara Pidana  
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 Adapun wewenang penyelidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

5 Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa 

penyelidik memiliki wewenang sebagai berikut: 

1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang : 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya 

tindak pidana;  

b. mencari keterangan dan barang bukti; 

c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri;  

d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: 

a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan 

penyitaan;  

b. pemeriksaan dan penyitaan surat;  

c. mengambil sidik jari dan memotret seorang;  

d. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. 

Sehingga untuk menjalankan tugasnya sebagai penyelidik telah diberikan 

wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan, menggali keterangan atau 

barang bukti sebagai informasi dan kemudian hasil tersebut dituangkan ke dalam 

laporan hasil pelaksanaan tindakan untuk diserahkan kepada Penyidik.  

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan 

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-
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undang ini14. Pasal 1 angka 5 menjelasan bahwa penyelidikan merupakan cara atau 

tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hokum sebelum adanya sidik 

atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah 

informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap 

basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan 

selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, 

menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut 

umum jikalau bukti pemulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan di awal. 

Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji 

dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat 

manusia. 

Dalam Pasal  7 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1981 Tentang Hukum Acara Pidana , menyebutkan bahwa  bahwa: 

a) menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 

pidana; 

b)  melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;  

c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka; 

d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;  

e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f)  mengambil sidik jari dan memotret seorang; 

                                                           
 
14 Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 

Acara Pidana. 
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g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi;  

h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara; 

i)  mengadakan penghentian penyidikan; 

j)  mengadakan tindakan hlain menurut hukum yang bertanggung 

jawab. 

Menurut Pasal 1 KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan 

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk 

mecari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya Mengenai siapa saja 

yang berhak melaporkan suatu tindak pidana, dijelaskan dalam bab XIV 

(penyidikan) sebagaimana ditentukan dalam  Pasal 108: 

a) Setiap orang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban 

peristiwa pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada 

penyelidik dan penyidik 

b)  Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak 

pidana terhadap ketentraman dan keamanan atau terhadap jiwa atau 

terhadap hak milik, “wajib” seketika itu juga melaporkan hal tersebut 

kepada Penyelidik atau Penyidik  

c) Pegawai Negeri dalam rangka menjalankan tugas yang mengetahui terjadi 

peristiwa yang merupakan tindak pidana “wajib” segera melaporkan hal itu 

kepada Penyelidik atau Penyidik. 
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Dari uraian di atas, Undang-undang telah membagi dua pelapor 

yaitu sebagai berikut: 

a. Orang yang diberi “hak” melapor atau mengadu Orang tertentu, 

yakni orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau orang yang 

menjadi korban tindak pidana yang terjadi, “berhak” menyampaikan 

laporan kepada Penyelidik atau Penyidik. Pada ketentuan ini, hak 

menyampaikan laporan atau pengaduan, tidak diberi kepada kepada 

orang yang “mendengar”.  

b. Kelompok pelapor atas dasar “kewajiban” hukum. Ini adalah yang 

kedua. Sifat pelaporan merupakan “kewajiban” bagi orang-orang 

tertentu, yaitu orang yang mengetahui pemufakatan untuk 

melakukan tindak pidana terhadapa ketentraman umum, atau 

terhadap jiwa atau hak milik. 

Dari Uraian di atas telah dijelaskan mengenai siapa saja yang 

berhak untuk melapor dan mengadu, selanjutnya akan dijelaskan 

mengenai siapa saja yang berhak untuk melakukan penyidikan. 

Dalam melaksanakan proses penyidikan, Penyidik 

mempunyai wewenang sebagai berikut: 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 

pidana. 

b.  Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.  

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka.  
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d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan (Pasal 

7 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan). 

Proses penyidikan oleh Penyidik mempunyai tahapantahapan yang harus 

dilaksanakan secara bertahap dan berurutan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 

15 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana:  

a) Penyelidikan  

b) Pengiriman SPDP  

c) Upaya paksa 

d)  Pemeriksaan 

e)  Gelar perkara 

f)  Penyelesaian berkas perkara  

g) Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum 

h)  Penyeraha tersangka dan barang bukti  

i) Penghentian penyidikan 

Upaya paksa sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 huruf C meliputi: 

pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan 

pemeriksaan surat. Upaya paksa dalam KUHAP berkaitan erat dengan tindakan 

penyidikan dan penuntutan oleh aparat Penyidik dan Penutut Umum, sebagai 

berikut: 

a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang 

tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.  
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b. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan 

tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan 

tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang 

diperlukan. 

c. Tindakan Penyidik dalam melakukan penyidikan harus 

memperhatikan tata cara pemanggilan dan tata cara pemeriksaan 

berdasarkan hukum yang berlaku karena bersinggungan dengan hak 

asasi orang yang disidik itu. 

Penyidikan tidak terpisah dari penyelidikan. Ruang lingkup penyelidikan 

adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu 

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya 

dilakukan penyedikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, 

mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan 

menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain 

menurut hukum yang bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) 

KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat 

melakukan penangkapan. Namun menjamin hakhak asasi tersangka, perintah 

penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.  

2. 4 Tinjauan  Umum Mengenai Bahan Bakar Minyak  

2.4.1 Pengertian Bahan Bakar Minyak 

Bahan Bakar Minyak menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 

tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4) yaitu : “bahan bakar yang 
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berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.” Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 

1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 

adalah: “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan 

temperatur atmofer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau 

Ozokerit dan Bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak 

termasuk batu bara atau endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang 

diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas. 

2.4.2 Jenis Bahan Bakar Minyak 

Ada 5 jenis Bahan Bakar diantaranya yaitu: 

1. Avgas (Aviation Gasoline) Bahan Bakar Minyak ini merupakan 

BBM jenis khusus yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Avgas 

didisain untuk bahan bakar pesawat udara. 

2.  Avtur (Aviation Turbine) Bahan Bakar Minyak ini merupakan 

BBM jenis khusus yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Avtur 

didisain untuk bahan bakar pesawat udara dengan tipe mesin turbin 

(external combustion). Nilai mutu jenis bahan baakar avtur 

ditentukan oleh karakteristik kemurniaan bahan bakar, model 

pembakaran turbin dan daya tahan struktur pada suhu yang rendah.  

3. Bensin adalah bahan bakar yang paling banyak digunakan oleh 

masyarakat, karna harganya yang paling murah untuk kendaraan, 

bensin biasanya digunakan untuk motor, mobil dan kendaraan 

umum lainnya. Bensin dibuat dari minyak mentah, cairan berwarna 

hitam yang dipompa dari perut bumi dan biasa disebut dengan 
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petroleum. Cairan ini mengandung hidrokarbon; atom-atom karbon 

dalam minyak mentah ini berhubungan satu dengan yang lainnya 

dengan cara membentuk rantai yang panjangnya yang berbeda-

beda. Molekul hidrokarbon dengan panjang yang berbeda akan 

memiliki sifat yang berbeda pula. CH4 (metana) merupakan 

molekul paling “ringan”; bertambahnya atom C dalam rantai 

tersebut akan membuatnya semakin “berat”. Dengan bertambah 

panjangnya rantai hidrokarbon akan menaikkan titik didihnya, 

sehingga pemisahan hidrokarbon ini dilakukan dengan cara 

distilasi. Prinsip inilah yang diterapkan di pengilangan minyak 

untuk memisahkan berbagai fraksi hidrokarbon dari minyak 

mentah. 

4. Solar sangat jarang digunakan oleh masyarakat karena solar 

biasanya hanya digunakan oleh truk-truk besar. Solar adalah salah 

satu jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses pengolahan 

minyak bumi, pada dasarnya minyak mentah dipisahkan fraksi-

fraksinya pada proses destilasi sehingga dihasilkan fraksi solar 

dengan titik didih 250°C sampai 300°C. Kualitas solar dinyatakan 

dengan bilangan cetane (pada bensin disebut oktan), yaitu bilangan 

yang menunjukkan kemampuan solar mengalami pembakaran di 

dalam mesin serta kemampuan mengontrol jumlah ketukan 

(knocking), semakin tinggi bilangan cetane ada solar maka kualitas 

solar akan semakin bagus. 
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5. Minyak tanah (minyak gas; bahasa Inggris: kerosene atau paraffin) 

adalah cairan hidrokarbon yang tak berwarna dan mudah terbakar. 

Dia diperoleh dengan cara distilasi fraksional dari petroleum pada 

150 °C dan 275 °C (rantai karbon dari C12 sampai C15). Pada suatu 

waktu dia banyak digunakan dalam lampu minyak tanah tetapi 

sekarang utamanya digunakan sebagai bahan bakar mesin jet. 

Sebuah bentuk dari minyak tanah dikenal sebagai RP-1 dibakar 

dengan oksigen cair sebagai bahan bakar roket. Nama kerosene 

diturunkan dari bahasa Yunani keros. Biasanya, minyak tanah 

didistilasi langsung dari minyak mentah membutuhkan perawatan 

khusus, dalam sebuah unit Merox atau hidrotreater, untuk 

mengurangi kadar belerang dan pengaratannya. Minyak tanah dapat 

juga diproduksi oleh hidrocracker, yang digunakan untuk 

memperbaiki kualitas bagian dari minyak mentah yang akan bagus 

untuk bahan bakar minyak.15 

Penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi sebenarnya sudah sangat 

dibatasi hanya untuk golongan-golongan tertentu. Pemerintah sudah menentukan 

siapa-siapa saja yang dapat menikmati bahan bakar minyak bersubsidi, tetapi 

dengan banyaknya permintaan bahan bakar bersubsidi membuat oknum-oknum 

tertentu melakukan tindakan penimbunan bahan bakar sebsubsidi untuk 

mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. 

                                                           
15 Web BPH Migas, Komoditas BBM, www.bphmigas.go.id, di akses pada tanggal 20 

Feberuari 2024. 

http://www.bphmigas.go.id/
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Penimbunan berarti proses, cara, perbuatan menimbun atau mengumpulkan 

barang barang-barang. Dalam hal ini penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi 

berarti tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengumpulkan 

bahan bakar bersubsidi dalam jumlah besar kemudian dijual kembali dengan tujuan 

memperoleh keuntungan berlipat ganda. Para penimbun bahan bakar bukan hanya 

mereka yang menimbun secara illegal dan tidak memiliki izin tetapi ada juga agen 

bahan bakar yang menyalahgunakan izin penyimpanan bahan bakar minyak 

bersubsidi. 

Dalam kaitannya dengan sudut operasionalisasi maka penerapan sanksi ini 

merupakan tahap aplikasi dari beberapa tahapan yakni: 

1. Tahap Formulasi yaitu tahap hukum in abstacto oleh badan 

pembuat undang-undang;  

2. Tahap Aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-

aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan;  

3. Tahap Eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara 

konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana 

2.5 Tinjauan Umum tentang  Izin Usaha 

      2.5.1 Pengertian Izin Usaha 

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku 

usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin 

ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum 

administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.16 Selain itu izin juga 

                                                           
16 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, 1993, halaman.2 
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dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. 

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas.  

1) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang 

lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan 

untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. 

2)  Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali 

diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang 

disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-

batas tertentu bagi tiap kasus.17 

Pada umumnya sistem izin terdiri dari18 

a) Larangan. 

b) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).  

c) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. 

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu19 

1) Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan 

suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan 

tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak 

berlaku bagi sesuatu yang istimewa (relaxation legis). 

2)  Lisensi adalah suatu suatu izin yang meberikan hak untuk 

menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk 

                                                           
17 Ibid., hlm. 2-3 
18  Y. Sri Pudyatmoko,Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm. 

17-18 
19 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 196- 

197 
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menyatakan suatu izin yang meperkenankan seseorang untuk 

menjalankan suatu perusahaan denngan izin khusus atau istimewa.  

3) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang 

besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga 

sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi 

pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada 

konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. 

Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi 

dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta 

syarat-syarat tertentu. 

Mengenai Izin usaha penyimpanan dalat dilihat dalam ketentuan undang-

undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, Selanjutnya di ataur dalam 

Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir dan Gas 

Bumi sebagaimana telah diubah dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2009. 

Pada pasal 1 angka 20 undang-undang nomor 22 tahun 2002 memberikan 

penjelasan bahhwa yang dimakasud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan 

kepada Badan usaha untuk melaksanakan pengelolahan, pengakutan ,pemyimpanan 

dan/ atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. 

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang nomor  22 tahun 2001 tentang Minyak dan 

Gas yang menyatakan bahwa : Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, 

pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi” 

Selanjutnya Ketentuan ini kemudian dirinci atau dijelaskan lebih lanjut di 

dalam Pasal 12 huruf c Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang 



29 
 

 
 

Kegiatan Usaha Hilir dan Gas Bumi yang menyatakan: Kegiatan usaha 

penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, 

dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau 

Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau 

permukaan air untuk tujuan komersial”. “tujuan komersial”. Ketentuan yang 

menyangkut “tujuan komersial” tersebut ditujukan dengan maksud agar Izin Usaha 

Penyimpanan tersebut diperlukan oleh badan usaha yang melakukan usaha 

menyediakan fasilitas penyimpanan untuk kepentingan pihak lain dengan 

mendapatkan margin atau keuntungan dari usaha penyediaan fasilitas penyimpanan 

tersebut. 

Adapun sanksi pidana bagi perusahaan jika melakukan kegiatan 

penyimpanan BBM untuk tujuan komersial tanpa memiliki izin usaha 

penyimpanan, maka perusahaan Saudara dapat terkena pidana sebagaimana diatur 

dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang nomor  22 tahun 2001 tentang Minyak dan 

Gas : 

Pasal 53 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang menyatakan bahwa: 

Setiap orang yang melakukan: 

a) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha 

Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); 

b) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha 

Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 

dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah); 
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c) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha 

Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 

denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); 

d) Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 

tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). 

 2.5.2 Tujuan  dan Fungsi Perizinan 

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian 

dari aktivitas aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman 

yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang 

diberi kewenangan. 

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu20: 

1) Dari sisi pemerintah Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin 

adalah :  

a) Untuk melaksanakan peraturan Apakah ketentuan-

ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai 

dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan 

sekalipun untuk mengatur ketertiban.  

b) Sebagai sumber pendapatan daerah Dengan adanya 

permintaan permohonan izin, maka secara langsung 

pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin 

yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi 

                                                           
20 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 200 
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dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi 

tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan. 

2) Dari sisi masyarakat 

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah 

sebagai berikut. 

a) Untuk adanya kepastian hukum. 

b) Untuk adanya kepastian hak. 

c) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang 

didirkan mempunyai izin Dengan mengikatkan tindakan-

tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-

undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin. 

  

2.5.3 Prosedur Pemberian Izin 

a) Proses dan prosedur perizinan Proses penyelesaian perizinan merupakan 

proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya 

permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh 

pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh 

pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu 

berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. 

Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah 

tata cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi 

nilai : sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan 
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kontak fisik antarpihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur 

operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas. 

b) Persyaratan  

Persayaratan Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin 

yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. 

Menurut Soehino, syaratsyarat dalam izin bersifat konstitutif dan 

kondisional21. 

1. Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus 

dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan 

suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai 

sanksi. 

2. Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai 

setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi. 

c) Waktu penyelesaian izin  

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 

sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan 

deregulasi harus memenuhi kriteria: 

1) Disebutkan dengan jelas. 

2)  Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.  

3) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan 

persyaratan 

                                                           
21 Ibid, hlm. 187 
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d) Biaya perizinan Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam 

proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari 

pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat : 

1) Disebutkan dengan jelas.  

2) Mengikuti standar nasional.  

3) Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek 

tertentu.  

4) Perhitungan berdasar pada tingkat real cost.  

5) Besarnya biaya diinformasikan secara luas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


